
drafd20 Mei 2009=hasil hukum     mohon koreksi 
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 19 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2011  

TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian hibah 

dan batuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman            

Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

  2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950  

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan 

daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah 
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/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor 59); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5272); 

  5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32                

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

  6.  Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Hibah dan 

Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);  

  7.  Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 

tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 27 Seri D); 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 75 TAHUN 2011 

TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

Pasal I 

Beberapa   ketentuan  dalam  Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 

tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman               

Tahun 2011 Nomor 27 Seri D) diubah sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A  

sehingga berbunyi sebagai berikut:   
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Pasal 13A 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari: 

a. bantuan sosial yang direncanakan; dan 

b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada         

ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah 

jelas nama, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial pada saat 

penyusunan APBD. 

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD 

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko 

sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan. 

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang 

direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13A, rincian objek belanja bantuan sosial 

hanya dicantumkan besaran belanja bantuan sosial. 

(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi individu dan/atau 

keluarga: 

a. terlantar, termasuk korban kecelakan dan mayat tidak dikenal; 

b. korban bencana; dan 

c. sakit. 
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3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 27 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial 

dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.   

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada 

daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial 

kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A. 

4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A  

sehingga berbunyi sebagai berikut:   

Pasal 26A 

(1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13A didasarkan pada: 

a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang 

bersangkutan; atau 

b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat 

persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, atau 

Kepolisian sesuai dengan kewenangannya. 

 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

didelegasikan kepada Sekretaris Daerah. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.  

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal 23 Mei 2012 

BUPATI SLEMAN, 

 

 

SRI PURNOMO 

 

Diundangkan di Sleman  

pada tanggal 23 Mei 2012  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

 

 

SUNARTONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR        SERI 

 

 

 


